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Kontroversi Rumah Aspirasi

g e (eiidh ‘FWKW’)
Pada tahun inj L

setiap angqota '
DPR akan memilki
rumah aspirasi di
daerah pemilihan
masing-masing.
Anggarannya
ditanggung oleh
uang rakyat,
Sebagian kalangan
menilai ini
pemborosan,
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NGGARAN Rpl,78 trili-

un sudah diketole untuk

pengelolaan riumsh as-
pirasi dalam Anggaran
] Pendapatan dan Belan-
ja Negara Perubahan 2015. Rumah
aspirasi—benar-benar rumeh dalam
pengertian fisk—memang dirancang
" ada pada setiap daerah pemilihan
anggota DPR. Dana Rp 1,78 trili-
un tersebut akan dibagikan kepada
560 orang anggota Dewar. [t arti-
nya, tiap-tiap anggota mendapatkan
sekitar Rp150 juta per tahun atau
Rp12,3 juta per bulan, yang ditrans-
fer langsurg e releening prihadi,

Dengan vang rakyat itu, nantt

anggota DPR bisa memboentuk sek-
retariat permanen, lengkap dengan
tenaga ahli, staf administrasi, dan
tenaga operasional di rumah aspira-
si. Nah, aspirasi akan ditampung di
rumah aspirasi itu. Aspirast itu akan
(ibicarakan dan dipilah-pilah untuk
dibawa anggota ke Senayan. Apalagi
saat ini, anggaran untuk tenaga ahl
pun hertambah, dari asalnya han-
ya dua orang menjadi lima orang,
dan tenaga administrasi dari satu
orang menjadi dua. ‘Rumah aspira-
st ini semacam kantor perwakilan
bagl anggora DPR i daerah permili-
han," kata Wakil Ketua Badan Uru-
san Rumah Tangga (BURT) DPR RI
Agung Budi Santoso.

Namun, sejak awal, program ini
banyak mendapat tentangan dari
para aktivis antikorupsi. Rumah
aspirasi tersebut dianggap han-
va akal-akalan pofitlkus Senayan
untuk menguras anggeran nega-
ra. Program Rumah Aspirasi, mis-
alnya, tumpang-tindih dengan ang-
garan anggota DPR terkait penyera-
nan aspirasl,
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", Selama ini, setiap kel reses [bi-

asanya per tiga bulan sekali atau em--
“ pat kali dalam satu tahun), seorang
anggota DPR mendapat Rp150 juta -

untuk mengunjungl konstituennyz:
Belum lagi ongkos perjalanan ke
daerah pemilihan yang ditanggung
negara sehesar Rpd0 juta, Semua
itu masih di luar tunjangan rutin per

bulan Rp8,5 juta yang mereka teri-

ma sebagal “dana menyerap aspira-
sf". Karena itu, tak salah jika banyak
pihak menilai rumah aspirasi meru-
pakan “proyek” pemborosan uang
negara vang dilegalkan.

Namun, Aging menenis semua it
Karanya, Rol50 juta dane penyera-
pan aspirasi nabls untk menggenti
ongkos konstituten yang darang ke
acara pertemuan dan menyewa ten-
da serta perlengkapan lainnya, Apa-
lagi, saat reses, anggota Dewan ker-
ap melakukan lebh dari sem perte-
muan dengan konstituen. Sementa-
1a, Rp40 juta adalah dana Surat Per-
intah Perjalanan Dinas (SPPD) pej-
abat negara sesuai standar Kemen-
terian Keuangan. “Besarannya ber-
gantung kepada daerah karena ada
hitungantiya yang mengacu kepada
Standar Biaya Masukan yang dikel-
varkan Menteri Keuangan.”

Uniknya, anggota Fraksi Par-
tai Demokrat Saan Mustopa men-
gaku, selama ini memanfaatkan ja-
tah dana reses sebesar RpL30 juta
dan akomodasi reses sebesar Rp40
juta untuk membiayai Tumah as-
pirasinya, “Saan Mustopa Center’,
di Kota Karawang dan Karawang
Utara, Jawa Barat. Dengan begitu,
Saan tidak memakai uang pribadi
untuk mengelola rumah aspirast.

Pengeluaran rutin untuk dua
rumah aspirasi Saan berkisar antara

Rp 25 juta-Rp 30 juta per bulan, Bi-

~aya ifu sudah mencakup vang sewa

rumal, operasional rumah, ser-
ta gaji pegawai. “Tidak perlu meng-
gunakan gaji pribadi. Kalau pintar

‘mengelola uang reses, biaya untuk
* rumah aspirasi terjamin,” kata Saan.

Dia menambahkan, Rp12,5 juta per
bulan yang kini dianggarkan cukup

“uniuk pengelolaan tumah aspirasi

stcara sederhana,

Meski program rumah aspirasi
baru dibuat tahun ini, sebenarnya
sejurnlah anggota Dewan sudeh me-

+miliki dan mengelola rumah aspirasi

di daerah pemilhan masing-masing,
Mereka yang telah memiiki rumah
aspirasi biasanya menghabiskan oi-
aya Rp20 juta-Rp 60 juta per bulan
untuk mengelolanya alias melam-
paui dana Rpl2,5 juta per bulan
yang saat inf dianggarkan.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di
DPR Bambang Soesatyo, misalnya,
mengatakan, fa menghabiskan pal-
ing tidak Rp60 juta per bulan un-
tuk mengelola rumah aspirasinya di
Kabupaten Purbalingga, Jawa Ten-
gah. Rumah itu ia kelola dengan
dana pribadi sejak 2009. Pengelu-
aran Rp60 juta itu, ujar Bambang,
untuk upah sebelas orang pega-
wai sebesar RpS3 juta serta biaya
perawatan rumah aspirasi sekitar
Rp 5 juta per bulan. [a tidak mem-
bayar sewa rumah karena memakai
rumah pribadi.

Di luar kebutuhan rutin, ada pula
anggaran untuk enam mobil opera-
sional vang ditempatkan di tiga ka-
bupaten, sebesar Rp 15 juta per bu-
lan. Selain itu, Bambang juga rutin
membag] uang stimulus Rp 15 juta
ke tiga kantor Dewan Pimpinan Dae-
rah (DPD) Partai Golkar dan Ro 12

jota untuk kecamatan i tiap kabu-
paten di daerah pemithannya, “Ke-

“butuhan di daerah pemilhan ban-
yak rupanya. Maka, meski memban- -

tu, Rp12,5 juta per bulan itu sebena-
rya terhitung kecil. Ujung-ujung-
nya tetap perlu uang pribadi,” kata
Bambang,

Hal senada diungkapkan ang-

“gota Fraksi Partai Demokrasi In-

donesia Perjuangan, Budiman Sud-
jatmiko. Untuk mengelola rumah
aspirasi di daerah pemilihannya,
Cilacap, Jawa Tengah, Budiman
menghabiskan setidaknya Rp21,5
Juta per hulan dart kantong oribadt.
Pengeluaran itu mencakup Rp 20
juta untuk menggaji lima pegawal
rumah aspirasi, uang sewa rumah
sebesar Rp580,000, dan biaya lain
sebesar Rpl juta untuk disum-
bangkan ke konstituen yang mem-
butuhkan. ‘

Menurut Budiman, rumah aspira-
st sebenarnya daper dikelola dengan
uang pribadi tanpa banwan APBN.
“Mengenai perlu tidaknya (dibiayai
APBN), iru berkaitan dengan niat
anggota DPR masing-masing. Sela-
ma ini, dengan vang pribadi saja,
rumah aspirasi saya tetap jalan,”
kata Budiman.

Yang menjadi persoalan lain juga
adalah kebiasaan buruk sebagian
besar anggota DPR yang malas atau
bahkan manipulatf dalam melapor-
kan pertanggungjawaban keuan-
gan mereka, Sudah menjaci raha-
sfa umurm, ada anggota yang bisa
membuat laporan reses ke fraksi pa-
dahal dia sama sekali tak pernah
berkunjung ke daerah pemilihan-
nva. Kongkalikong dengan pengu-
rus partal di daerah adalah modus-
nva. Walhasil, laoran vang dibuat

. pun bukan yang sehenarnya terad:,

Masalahnya, fraksi malas memverfi-
kas{ setiap laporan.

‘Dalam konteks rumah aspirasi,

hel. yang sama bukan tak mungkin
hisa terjad. Harus ada mekanisme
fraksi dan Sekretariat Jenderal DPR
untuk memverifikast sejumlah hal,
misalnya benarkah ada rumah as-
pirasi di daerah pemiihan; berapa
besar biaya pengelolaannya; bena-
tkah rumah aspirasi itu aktif men-
jaring aspirasi rakyat atau hanya pa-
pan nama.
+ Saat ini pun, menjelang dana
R!50 juta per tahun cair April ta-
fin ini, anggota OPR termyara juga
belum memiliki mekanisive opera-
sional. rumah aspirasi. Mercka be-
lum menyusun rencana kerja,
sistem pelaporan, dan mode! penga-
wasarnya, Afuran bagaimana men-
gevaluast dan mempertanggungiaw-
abkan pemakaian anggaran juga be-
Tum ada.

Agung Budi Santoso menjamin
hahiwa pelaporan penggunaan dana
itu akan betlangsung transpar-
an, “Pengguna anggaran itu seb-
etulnya Sekretariat Jenderal DPR.
Jadi, kami melaporkan penggunaan
uengnya ke fraksi dan Setjen DPR.”

Buditnan juga menjamin dia akan
mempertanggungjawabkan peng-
gunaan dana itu.secara transpar-
an. “Selama ini, karena memakai
uang pribadi, saya merasa tidak
perlu memublikasikan pengeluaran
rumah aspirasi saya. Namun, jika
memakai APBN, pengelolaannya he-
rus transparan, Ke depan, bisa dil-
aporkan secara onfine agar bisa di-
pantau publk,” kata Budiman dari
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan.f
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